DAFTAR PUSTAKA
Buku

Achmad Ali. 2013. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang

(Legisprudence). Kencana Prenadamedia Group. Cetakan Ke-5. Jakarta.
--------------- . 2017. Menguak Tabir Hukum. Kencana. Jakarta.

Ahmad Fikri Hadin. 2013. Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta. Genta Press.

Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum
Terhadap Aparatur Negara. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Aminuddin llmar. 2013. Hukum Tata Pemerintahan. Cetakan |. Identitas

Universitas Hasanuddin. Makassar.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT
RajaGrafindo Persada. Depok.

| Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam

Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group. Jakarta.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan

Artikel, Cet.3, Ed. Revisi, Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Muhtar Said. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Penerbit
Thafa Media. Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah

Mada University Press. Yogyakarta.

Ridwan HR. 2010. Hukum Adminsitrasi Negara. Edisi Revisi. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

56



S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.

Jakarta.
Sabian Usman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. Jakarta.

Sondang. P. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung.
Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafika,

Jakarta Timur.
Zainuddin Ali. 2003. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Karya llmiah

Achmad Sodik Sudrajat, 2010, “Konsep dan Mekanisme Pengawasan
Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi

Daerah”, Jurnal lImu Administrasi, Vol. VII No. 3.

Arini Nur Annisa, Mutiah Wenda Juniar, Rismawati Nur, Muh Ramadhansyah
Prasetia “Government Supervision Of The Rights Fulfilment Of Housed
Workers In The Transition Period”, Awang Long Law Review, Vol. 5, No.
1, November 2022

Asep Kusnali dkk “Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Industri Pangan
untuk Menurunkan Kandungan Gula, Garam dan Lemak dalam Pangan
Olahan”, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15. No. 2, Juli 2019.

Deali & Nurwahyuni. "Determinan Sosial Ekonomi Minuman Berpemanis".
Jurnal FKM UI. 2019.

57


http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3162264&val=14009&title=GOVERNMENT%20SUPERVISION%20OF%20THE%20RIGHTS%20FULFILLMENT%20OF%20HOUSED%20WORKERS%20IN%20THE%20TRANSITION%20PERIOD
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3162264&val=14009&title=GOVERNMENT%20SUPERVISION%20OF%20THE%20RIGHTS%20FULFILLMENT%20OF%20HOUSED%20WORKERS%20IN%20THE%20TRANSITION%20PERIOD

Herma Yanti, “Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”, Lex Specialist, no. 11, Jun.
2010.

Imanullah, Moch N. "Waralaba sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

di Indonesia." Jurnal Mimbar Hukum, vol. 24, no. 2, 2012.”

Ramlah Wati, 2022, "Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan
Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli

Makassar", Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.

Ria Ayu Novita, DKk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah
Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo’,

Diponegoro Law Journal, Volume 6, No.2, Tahun 2017.

Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (Franchise) Di Indonesia" Lex Jurnalica
Volume 8 Nomor 2, April 2011

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang

Waralaba

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman
Informasi Kandungan Gula, Garam Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan
Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun
2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, Dan
Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap

Saji

58



Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Website

https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertingqi-
ke-3-di-asia-tenggara/ (diakses pada 14 Maret 2023)

https://www.estehindonesia.com/news/3-akhir-tahun-2022-esteh-indonesia-
berhasil-membuka-1000-outlet (diakses pada 15 Maret 2023)

https://www.domainesia.com/berita/pengertian-waralaba-dan-
jenisnya/#:~:text=Ada%203%20jenis%20waralaba%20berdasarkan%20pr
0duk%20yang%20ditawarkan%2C,produk%2C%20namun%20juga%20m
enawarkan%?20jasa%20dalam%20layanannya.%20 (diakses pada 14 Mei
2023)

https://cisdi.org/siaran-pers/cisdi-penerapan-cukai-20-untuk-minuman-

berpemanis-dalam-kemasan-efektif-tingkatkan-kesehatan-masyarakat
(diakses pada 10 Maret 2023)

https://riaupagi.com/news/kekhawatiran-masyarakat-soal-kandungan-qula-

dalam-minuman-siap-saji-menjamur-jadi-polemik-dan-belum-ada-solusi-
202209302401/ (diakses pada 10 Maret 2023)

https://www.idxchannel.com/economics/heboh-es-teh-kekinian-wacana-cukai-

minuman-berpemanis-bak-pisau-bermata-dua (diakses pada 14 Maret
2023)

http://murnia-ismail.blogspot.com/2014/11/paper-franchise-studi-kasus-
carrefour.html (diakses pada 17 Mei 2023)

59


https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/
https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/
https://www.estehindonesia.com/news/3-akhir-tahun-2022-esteh-indonesia-berhasil-membuka-1000-outlet
https://www.estehindonesia.com/news/3-akhir-tahun-2022-esteh-indonesia-berhasil-membuka-1000-outlet
https://www.domainesia.com/berita/pengertian-waralaba-dan-jenisnya/#:~:text=Ada%203%20jenis%20waralaba%20berdasarkan%20produk%20yang%20ditawarkan%2C,produk%2C%20namun%20juga%20menawarkan%20jasa%20dalam%20layanannya.%20
https://www.domainesia.com/berita/pengertian-waralaba-dan-jenisnya/#:~:text=Ada%203%20jenis%20waralaba%20berdasarkan%20produk%20yang%20ditawarkan%2C,produk%2C%20namun%20juga%20menawarkan%20jasa%20dalam%20layanannya.%20
https://www.domainesia.com/berita/pengertian-waralaba-dan-jenisnya/#:~:text=Ada%203%20jenis%20waralaba%20berdasarkan%20produk%20yang%20ditawarkan%2C,produk%2C%20namun%20juga%20menawarkan%20jasa%20dalam%20layanannya.%20
https://www.domainesia.com/berita/pengertian-waralaba-dan-jenisnya/#:~:text=Ada%203%20jenis%20waralaba%20berdasarkan%20produk%20yang%20ditawarkan%2C,produk%2C%20namun%20juga%20menawarkan%20jasa%20dalam%20layanannya.%20
https://cisdi.org/siaran-pers/cisdi-penerapan-cukai-20-untuk-minuman-berpemanis-dalam-kemasan-efektif-tingkatkan-kesehatan-masyarakat
https://cisdi.org/siaran-pers/cisdi-penerapan-cukai-20-untuk-minuman-berpemanis-dalam-kemasan-efektif-tingkatkan-kesehatan-masyarakat
https://riaupagi.com/news/kekhawatiran-masyarakat-soal-kandungan-gula-dalam-minuman-siap-saji-menjamur-jadi-polemik-dan-belum-ada-solusi-202209302401/
https://riaupagi.com/news/kekhawatiran-masyarakat-soal-kandungan-gula-dalam-minuman-siap-saji-menjamur-jadi-polemik-dan-belum-ada-solusi-202209302401/
https://riaupagi.com/news/kekhawatiran-masyarakat-soal-kandungan-gula-dalam-minuman-siap-saji-menjamur-jadi-polemik-dan-belum-ada-solusi-202209302401/
https://www.idxchannel.com/economics/heboh-es-teh-kekinian-wacana-cukai-minuman-berpemanis-bak-pisau-bermata-dua
https://www.idxchannel.com/economics/heboh-es-teh-kekinian-wacana-cukai-minuman-berpemanis-bak-pisau-bermata-dua
http://murnia-ismail.blogspot.com/2014/11/paper-franchise-studi-kasus-carrefour.html
http://murnia-ismail.blogspot.com/2014/11/paper-franchise-studi-kasus-carrefour.html

https://www.alinea.id/bisnis/mengapa-cukai-minuman-berpemanis-penting-
bagi-negara-b2hKI9JEy (diakses pada 13 Juni 2023)

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/29/suka-konsumsi-
minuman-kekinian-cek-kadar-gula-dan-kalorinya (diakses pada 11 Juni
2023)

60


https://www.alinea.id/bisnis/mengapa-cukai-minuman-berpemanis-penting-bagi-negara-b2hKl9JEy
https://www.alinea.id/bisnis/mengapa-cukai-minuman-berpemanis-penting-bagi-negara-b2hKl9JEy
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/29/suka-konsumsi-minuman-kekinian-cek-kadar-gula-dan-kalorinya
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/29/suka-konsumsi-minuman-kekinian-cek-kadar-gula-dan-kalorinya

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jin. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

Nomor : 4150/UN4.5.1/PT.00/2023 )
Lampiran : - Makassar, 13 Juni 2023
Hal . PENELITIAN
Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul Sel
cq.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakullas Hukum Unhas :

Nama : FADEL MUHAMMAD

No. Pokok :B12116316

No. HP : 081340698852

Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok A3/15
Pembimbing : 1. Ariani Arifin ,S.H., M.H.

2. Arini Nur Annisa ,S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu,
mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi
yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TERHADAP USAHA
WARALABA ESTEH INDONESIA BERDASARKAN PERMENKES NO.30 TAHUN 2013

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-06-13 15:20:47

13/06/2023,

61



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 19278/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran 5 = Walikota Makassar

Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 4150/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal
13 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawahini:

Nama : FADEL MUHAMMAD

Nomor Pokok : B12116316

Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Alamat . JI. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,

dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TERHADAP USAHA
WARALABA ESTEH INDONESIA BERDASARKAN PERMENKES NO.30 TAHUN 2013 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 Juni s/d 20 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

62



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/736/SKP/DPMPTSP/V1/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penerbitan Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah;

3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non
Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;

5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 19278/S.01/PTSP/2023 Tanggal 14 Juni 2023;

6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor
070/773-1I/BKBP/V1/2023 Tanggal 16 Juni 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama . FADEL MUHAMMAD

NIM / Jurusan : B12116316 / Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan :  Mahasiswa (S1) / UNHAS

Alamat :  JL P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar

Lokasi Penelitian :  Dinas Kesehatan Kota Makassar

Waktu Penelitian : 14 Juni s/d 20 Juli 2023

Tujuan : Skripsi

Judul Penelitian . "EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN

KOTA MAKASSAR TERHADAP USAHA WARALABA
ESTEH INDONESIA BERDASARKAN PERMENKES NO.30
TAHUN 2013"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan
tujuan kegiatan Penelitian.

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.

4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan
tersebut diatas.

Makassar, 20 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

: ."*I:J"‘?};' i
a3 KOTA MAKASSAR

e

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan 'd
elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF A}




